ABSTRAK

Wakaf merupakan lembaga vang potensinya belum sepenuhnya digali dan
dikembangkan. Sehingga untuk menghadapi globalisasi dilakukan upaya
pengembangan potensi itu terus-menerus dikaji dan digali sehingga wakal dapat
dioptimalkan perannya. Wakal merupakan salah satu lembaga yang mempunyai
manfzat untuk meningkatkan taraf hidup masyarnkat, khususnya di bidang
chonomi. selain itu juga untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim
dilakukan di Indonesia, seperti untuk masjid, mushola, sekolah, madrasa, pondok
pesantren, makam dan lain-lain. Oleh Karcna itu pertu dikembangkan pemanfaatan
dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dengan lahirnya Undang-
Uindang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjadikan obyek benda
wakal menjadi makin luas termasuk didalamnya wakaf mengenai wakaf vang.

Dalam skripsi ini, permasalaban yang diangkat jalah 1) Bapgaimana
implementasi wakaf tanah di Kecamatan Sayung Demak menurut Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Mazhab Syafi’i. 2) Bagaimana
hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi wakaf tanah di Kecamatan
Savung Demak serta hagaimana solusinya.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis
empiris, dimulai dengan menganalisa terhadap Undang-Undang dan Peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan masalah pembahasan wakaf. kemudian
dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dan penulis
analisis dengan menggunakan metode deskritif analiis.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi wakaf tanah di
Kecamatan Sayung Demak yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf sesuai dengan rumusan yang dikemukakan Mazhab
Swafi'i, vaitu penahanan haria benda yang berupa tanah wakaf dengan pokoknya
tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, dan dari tanah tersebut dapat
diambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat umum dan/atau kesg¢jahteraan
umum. Selain ilu tanahnya tetap ada dan terjaga keamananya. Disamping ilu
implementasi wakaf tanah sudah berjalan baik dari segi tertib administrasi dan
hambatan-hambatan vang terjadi sudah dapat dicari solusinya. Namun
implementasi Undang-lUndang Nomor 41 Tahun 2004 belum sepenuhnya
terpenuhi karena ketentuan Perundang-Undangan tersebut belum tersosialisasi
secara menyeluruh.

Kata kunci : Implementasi, Wakal Tanah, Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004, Mazhab Syafi'i.
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